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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah

hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi

itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa

Arab dilambangkan dangan huruf.

Dalam transliterasi ini sebagian

dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan

sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
\ alif | tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba B be
< ta T te
& sa $ es (dengan titik di atas)
z jim je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
z kha Kh ka dan ha
2 dal de
3 zal V4 zet (dengan titik di atas)




D ra R er

D) zai zet

o sin S es

o syin sy es dan ye
o= sad $ es (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)
b ta t te (dengan titik di bawah)
35 za z zet (dengan titik di bawah)
d ‘ain ‘ koma terbalik di atas

¢ gain G ge

< fa F ef

3 gaf Q qi

< kaf K ka

J lam L el

N mim M em

o nun N en

3 wau w we

° ha H ha

3 hamzah apostrof

¢ ya Y ye

2. Vokal

Vokal rangkap

Vokal tunggal

Vokal panjang

=3

gl=1

Ji:au

j\:ﬁ
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3. Ta Marbutah
Ta marbutah hidup dilambang dengan /t/
Contoh:
san 315 ditulis mar’atun jamilah
Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/
Contoh:
dadald ditulis fatimah
4. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddad tersebut.
Contoh:
L, ditulis rabbana
S ditulis al-birr
5. Kata sandang (artikel)
Kata ssandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
ol ditulis asy-syamsu
da b ditulis ar-rajulu
oyl ditulis as-sayyidah
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Kata sandang yang diikuti oleh “huruf gqamariyyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
_all ditulis al-gamaru
el ditulis al-badi’
JAal ditulis al-jalal

6. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,
jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu
ditransliterasikan dengan opostrof /°/.
Contoh:
<yl ditulis ‘umirtu

™ ditulis syai'un
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ABSTRAK

Much. Furgon, 2011315502. “Penentuan Batas Usia Wali Nikah (Studi

Komparasi Antara PMA No. 11 Tahun 2007 dan PMA No. 20 Tahun 2019)”

Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Program Studi Hukum

Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah. Pembimbing Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.

196506211992031002

Kata Kunci: Batas Usia Wali Nikah, PMA No. 11 Tahun 2007 dan PMA No.
20 Tahun 2019

Wali dalam pernikahan memiliki peranan penting bagi calon pengantin
diantaranya dapat memberikan ketegasan terhadap penetapan pada hubungan bagi
calon mempelai dalam akad nikah yang dilakukan. Adapun penentuan wali dalam
pernikahan mengalami beberapa perubahan yaitu pada PMA No. 11 tahun 2007
nomor 11 dan PMA No. 20 tahun 2019.

Secara rumusa masalah penelitian ini mengkaji dua hal, yaitu berupa:
mengapa terjadi perbedaan pembatasan usia wali dalam pernikahan di PMA No.
11 tahun 2007 dan PMA No. 20 tahun 2019 ? dan bagaimana batas ketentuan usia
wali nikah berdasarkan hukum Islam ?

Skripsi ini  merupakan jenis penelitian library research (penelitian
kepustakaan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan yang
menjadi sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang
diperoleh langsung dari subyek penelitian/pengambilan data langsung pada
subyek sebagai sumber informasi yang dicari dan sekunder. Adapun analisis yang
digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah bahwa perwalian dalam pernikahan
pembatasan usia yang ditentukan PMA no. 11 tahun 2007 berdasarkan nasabnya
adalah baligh, sedangkan baligh ditentukan dengan minimal usianya 19 tahun.
Dan juga pada PMA no. 20 tahun 2019 ketentuan wali yaitu berusia paling sedikit
19 tahun. Sedangkan usia wali berdasarkan hukum Islam yaitu baligh, namun
beberapa fuqoha’ madzahib memilik perbedaan pendapat. Diantaranya baligh
dalam pandangan imam Asy-Syafi’i serta imam Ahmad bin Hanbal ditentukan
dengan menggunakan usia, dengan batas usia 15 tahun bagi pria maupun wanita.
Namun imam Malik berpendapat pada umur 17 tahun. Imam Hanafi memiliki
pendapat lain yaitu balig pada laki ketika berumur 18 tahun dan pada perempuan
17 tahun dengan keduanya sebagai usia maksimal. Namun untuk umur
minimalnya yaitu pria ketika berusia 12 tahun sedangkan perempuan pada usia 9
tahun, dikarenakan pada umur tersebut bagi laki-laki sudah ihtilam dan bagi
wanita sudah haidh.
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BAB I
PENDADULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ada yang memiliki kewajiban sebagai wali yang menjadi
tugas dari calon pengantin wanita pada proses akad pernikahan. Wali menjadi
diantara beberapa syarat hukum yang harus terpenuhi, karena wali merupakan
seseorang yang diberi tanggungan dalam mengakadkan nikah dan izin atas
pernikahan putrinya. Akad nikah bisa dilaksanakan langsung oleh seorang
wali atau bisa juga melalui perwakilan yang diserahka seseorang yang telah
ditunjuk untuk mewakili sebagai wali. Karena wali menjadi persyaratan
mutlak dalam akad pernikahan. Karena keberadaan wali berdasarkan ahli figih
menjadi salah satu rukun nikah dan pendapat sebagian lainnya sebagai syarat
sah nikahnya diantaranya keberadaan wali.

Keberadaan wali menjadi bagian terpenting dari persyaratan serta rukun
dalam perkawinan dikarenakan wali memiliki tujuan untuk mengakadkan pada
pernikahan. Hal ini yang menjadikan nikah tanpa adanya wali maka tidaklah
sah pernikahan tersebut. Adapun wali adalah seorang ayah dan seterusnya dari
garis nasab perempuan.! Keberadaan wali bertujuan untuk dapat memberi
bimbingan, pengarahan dan kemaslahatan kepada calon mempelai pernikahan
yang akan diakadkan. Indonesia menetapkan hukum wali pada pernikahan
sebagai rukun dalam suatu agad pernikahan yang sah. Dengan demikian jika

ada suatu akad nikah menafi’kan keberadaan wali dalam akad tersebut

L Abddurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘a/a Madzahib al- ‘4rba’ah, Juza IV (Beirut: Dar
al-Kitab al-Alamiyah, 2002), h. 29.
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tidaklah sah jika pernikahan telah dilakukan. Sebagaiman telah ditentukan
KHI terdapat pada pasal 19 yang berbunyi: “keberadaan wali menjadi diantara
ketentuan yang wajib dipenuhi bagi calon pengantin wanita sebelum akan
nikah”.

Adanya pencatatan dalam penikahan dilaksanakan dari pertama yaitu
RUU Perkawinan pada 1973 yang dalam pencatatan pernikahan diatur juga
pada Undang-Undang tahun 1974 pada nomor 1 tentang pernikahan atau
masyhur dengan sebutan UU Perkawinan. Dalam ketentuan yang berlaku
bukanlah berupa legalitas secara perdata saja namu lebih dari itu yaitu
perkawinan menjadi akad suci yang berlandaskan agama dan diatur juga oleh
hukum syari’at yang telah ditentukan.

Peraturan pernikahan sebagaimana menteri agama memberikan ketetapan
di no. 11 tahun 2007 yaitu pada peraturannya memberikan keputusan yang
memberikan kerterkaitan dengan hukum pernikahan menjadikan multi tafsir
dalam pemahamannya, sehingga menjadikan banyak menghasilkan pemikiran
yang berbeda. Misalnya dengan adanya penetapan syarat wali nasab pada akad
yang sedangkan pada ketetapan hukum Islam menjadi sebagai rukun dalam
akad pernikahan sebagaimana calon pengantin pria, saksi (dua orang) dan ijab
gobul. Sehingga pernikahan dengan tidak ada keberadaan wali nikah maka
pernikahannya tidaklah sah. Ha ini menjadikan keberadaan wali menjadi wajib

dalam akad nikah.®

2Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut hukum
tertulis di Indonesia dan Hukum Islam) (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 3.
3Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 94.



PMA tahun 2017 pada nomor 17 yaitu dispesifikkan di pasal 18 pada ayat
2 dinyatakan bahwa: seorang pria, beragama Islam, berusia dewasa (baligh),
berusia minimal 19 tahun, memiliki akal yang sehat, bukan budak dan mampu
berbuat adil. Syarat-syarat tersebut juga telah ditetapkan dalam peraturan
menteri agama RI.# Dalam pembaharuan PMA mengalami pembenahan yaitu
pada nomor 20 tahun 2019 berkaitan syarat menjadi seorang wali pernikahan
yang telah diatur pada pasal 11 ayat 2 berupa wali nasab yaitu: pria, Islam,
sudah dewasa, memiliki akal dan berlaku adil.> Namun pada peraturan yang
baru tersebut tidak terdapat batas umur wali dan menekankan baligh sebagai
ketentuan syarat menjadi wali.

Keberadaan wali dalam suatu acara pernikahan tidak boleh tidak ada,
yaitu yang telah disebutkan pada KHI pasal 14 bahwa pelaksanaan pernikahan
akan sah jika calon kedua mempelai pengantin, wali pernikahan, saksi (dua
orang), ijab dan gabul, yang semuanya ada dalam bingkaian acara pernikahan
yang dilaksanakan. Acara akad pernikah dilakukan oleh calon pria, wali nikah
perempuan atau yang bertindak sebagai wakil yaitu diantara syarat-syarat
sebelum akad nikah dimulai.®

Memiliki fungsi nilai penting terutama untuk calon pengantin wanita
adanya wali di cara akad nikah dikarenakan tanpa adanya wali bagi wanita

pernikahan yang dilakukan berarti tidak sah. Penetapan yang diperjelas pada

“Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan (Kantor Departemen
Agama Jawa Timur, 2007), h. 56.

SPasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan.

6Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogykarta: Ull Press, 2000), h. 40.



KHI vyaitu terdapat pada pasal 19 berisi diantara ketentuan untuk calon
pengantin perempuan yaitu keberadaan seorang wali akad dalam pernikahan.

Keberadaan wali memiliki peranan penting, terutama bagi mempelai
wanita yang diantaranya dapat memberikan ketegasan terhadap penetapan
pada hubungan bagi calon mempelai dalam akad nikah yang dilakukan.
Hubungan bagi calon kedua pasangan yang bukan hanya hubungan tanpa
adanya kepastian hukum yang mengikatnya, namun dengan adanya akad
pernikahan dan dihadiri oleh wali menjadikan hubungan yang sah secara
agama maupun secara negara. Sehingga diharapkan akan terbentuk keluarga
yang akan memperoleh keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun dalam
penentuan wali dalam pernikahan mengalami beberapa perubahan yaitu pada
PMA di tahun 2007 nomor 11 serta pada PMA pada tahun 2019 nomor 20
yang berkaitan dengan batas usia menjadi seorang wali.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada
pembatasan usia wali sebagaimana telah diatur pemerintah di PMA vyaitu
bertepatan pada 2007 dan tahun 2019 yang di tetapkan pada no. 11 dan 20.
Adapun judulnya adalah: “Penentuan Batas Usia Wali Nikah Menurut
PMA No. 11 Tahun 2007 dan PMA NO. 20 Tahun 2019”.

. Rumusan Maslah

Dari pemaparan latar belakang dapat memberikan gambaran keinginan

serta tujuan dalam menyusun skripsi. Sehingga terbentuk beberapa

permasalahan, yaitu:



1. Mengapa terjadi perbedaan pembatasan usia wali dalam pernikahan di
PMA No. 11 tahun 2007 dan PMA No. 20 tahun 2019 ?

2. Bagaimana batas ketentuan usia wali nikah berdasarkan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Dengan dilakukannya pelitian, maka memiliki beberapa tujuan dari
penelitian diantaranya:

1. Menemukan dan menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan
dan perubahan pada PMA di no. 11 tahun 20007 dan pada no. 20 tahun
2019 tentang persyarat usia seorang wali dalam pernikahan.

2. Mengeksplorasi dan mengeksplanasi penentuan batas usia wali nikah
menurut hukum Islam.

Secara teoritik, praksis dan untuk masyarakat penelitian ini memiliki
tujuan yang diharapkan diantaranya bagi:

1. Peneliti, dari penelitian yang telah dilakukan mengharapkan bisa memberi
kemanfaatan keilmuan dan untuk mengembangkan diri sendiri terhadap
penelitian yang lain.

2. Institusi yaitu dengan penelitian yang telah dilakukan dapat digunakan
sebagai perbandingan dengan penelitian yang lain.

3. Pembaca yaitu dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan
beberapa pendapat, sehingga bisa dijadikan sebagai bahasan redaksi untuk

penelitian yang berkelanjutan.



D. Telaah Pustaka
Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang batas usia wali nikah, di
antaranya adalah:

1. Skripsi Muhammad Afendi berjudul “Pembatasaan Wali Nasab
Berdasarkan Usia dalam Perspektif Kyai-Kyai Kec. Brangsong (Analisis
pada Pasal 18 Ayat 2 di Huruf C PMA 2007 Berkaitan Ketentuan Wali
Nasab yang Telah di Tentukan)” memberikan kesimpulan bahwa
berdasarkan PMA yang telah disebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi
seorang wali nasab diantaranya: dewasa (baligh) dan usia minimal
sembilan belas tahun sesuai ketentuan. Pengertian yang memiliki arti tidak
sama Yyaitu antara baligh dengan rusyd, kata baligh di dalam bahasa
Indonesia diartikan sebagai keaadan telah matangnya organ tubuh (fisik)
seseorang. Namun kata rusyd digunakan sebagai kedewasaan psikologis
serta dalam pikiran. Tanda-tanda baligh di awali telah ihtilam untuk pria
dan untuk perempuan telah keluar darah haidh. Rusyd ditandai dengan
kematangan terhadap memahami suatu perkara yang baik dengan yang
buruk dan berguna bagi dirinya ataupun tidak.

PMA di tahun 2007 pada nomor 11 yang terletak di pasal 18 ayat 2
ponin 3 menyebutkan: adapun pada ketentuan umur paling sedikit 19
tahun seperti yang telah ditetapkan oleh PMA ditahun 2007 pasal 18 yaitu
no. 11 dipoin 3, dengan pembatasan usia minimal tersebut akan menjadi
kendala jika dilaksanakan untuk semua daerah, terutama kecamata

Brangsong kabupaten Kendal yang memiliki adat kebiasaan (‘urf) yang



berbeda dengan daerah lain. Di contohkan dalam ketentuan KHI dalam
peraturannya menjadi tidak mudah untuk diterapkan di daerah tersebut.’

2. Skripsi Nattasya Meliannadya yang berjudul “Pelakasanaan Taukil Wali
pada Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 di Kantor Urusan
Agama kota Malang” menyatakan bahwa pandangan KUA kota Malang
berkaitan dengan taukil wali yang terdapat dalam PMA pada no. 20 tahun
2019 yaitu: KUA menjadi pelaksana aturan yang telah ditetapkan dan tidak
membuat penetapannya. Karenanya KUA hanyalah menjalankan dan
menyetujui peraturan yang berlaku. Di berlakukannya PMA 20 tahun 2019
adalah untuk menjawab sebagai wali nasab ketika tidak ada pada waktu
akad nikah dilaksanakan. Sedangkan pada PMA 11 tahun 2007 dengan
adanya manipulasi pada data wali, namun PMA sendiri menjadi bagian
dari peraturan yang menjadi hukum untuk dilaksanakan ketetapannya.

Implementasi peraturan PMA tahun 2019 yang berkaitan dengan
taukil wali yaitu pada no. 20 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama
kota Malang dilakasanakan berdasarkan pada peraturan-peraturan PMA
tersebut. Meskipun masih terdapat kekurangan yang masih berjalan secara
aplikasinya, diantaranya dengan adanya PMA adalah berfungsi agar ketika

ada wali nasab yang tidak jelas keberadaanya yaitu tidak bisa datang

Skripsi Muhammad Afendi “Batas Usia Yang Bisa Menjadi Wali Nasab Prespektif Kiyai-
Kiyai Kecamatan Brangsong (Kaitannya dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf C PMA NO. 11 Tahun
2007 Tentang Wali Nasab)” Skripsi Syari’ah dan Hukum, (Semarang: Perpustakaan UIN
Walisongo, 2019), h. 58.



ketika pelaksanaan akad nikah agar memperbaikinya supaya tidak terjadi
pengadaan wali yang tidak hadir tersebut.®
3. Skripsi Aliyatul Fitriyanti berjudulkan “ketentuan Usia Minimal Wali
Nikah yang Terdapat Pada Aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi
Manajemen Nikah) (Studi Analisis Hukum Islam dengan Hukum Positif)”
memberikan kesimpulan bahwa pembatasan umur pada wali dalam
pernikahan berdasarkan ketentuan enteri data yang terdapat di aplikasi
SIMKAH. Pada aplikasi tersebut telah diatur adanya pembatasan umur
yaitu 16 tahun sebagai umur minimal menjadi wali dalam pernikahan yang
secara otomatis terdapat pada tampilan aplikasi secara sistemik. Sehingga
ketika ada wali yang umurnya kurang dari 16 tahun (15, 14, 13 dan
seterusnya) aplikasi secara sistem akan menolaknya, namun ketika umur
wali lebih dari 16 tahun (17, 18, 19 dan seterusnya) secara sistem dapat
masuk aplikasi, sehingga data dapat didaftarkan. Pematasan umur wali
dalam pernikahan merupakan sudah diatur secara sistem di aplikasi
SIMKAH yang secara pengaturannya dikendalikan oleh oleh pusat. Alasan
pebatasan pada umur minimal 16 tahun secara tepatnya belum diketahui,
yang berdasarkan umur baligh secara ketentuan figih ataupun berdasarkan
dengan hukum positif yang menjadi pedomannya.
Pembatasan umur 16 tahun berdasarkan aplikasi SIMKAH, sebagai
umur minimal untuk menjadi wali pernikahan diambil berdasarkan

mashalahah al-mursalah sebagai ketentuan hukum Islam, dalam

8Skripsi Nattasya Meliannadya “Implementasi Peraturan Agama Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang) Skripsi Syari’ah, (Malang:
Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), h. 80-81.



mengambil kebaikan urusan dengan berbagai aspek, yaitu dengan dasar
ketika umur 16 tahun seseorang belum bisa bertanggungjawab secara
penuh secara hukum yang ditetapkan. Secara figih umur 16 tahun sudah
baligh, namun secara psikologi umur tersebut memasuki keremajaan dan
jiwanyapun belum stabil dalam mengendalikannya. Hal ini yang
menjadikan dalam pengaturan yang sesuai dengan data entri wali
menjadikan umur minimalnya 18 tahun. Pada umur tersebut seseorang
secara mental sudah mulai dewasa, yang secara tidak langsung secara raga,
finansial, sosial dan psikisnya sudah mapan. Sehingga menjadi budaya
sudah siap atau pantas menjadi wali dalam pernikahan.

Umur minimal wali dalam pernikahan yang 16 tahun tersebut yang
ditentukan secara sistemik pada aplikasi SIMKAH, berdasarkan hukum
positif tidaklah tepat terhadap kedewasaan setiap individu secara umum,
yaitu dengan harapan bisa melaksanakan pertanggungjawaban atas segala
perilakunya dan memiliki pemikiran yang baik terhadap ketetapan-
ketetapan.®

Tabel Telaah Pustaka
Skripsi yang Memiliki Kesamaan serta Pembedanya

No. Skripsi Persamaan Perbedaan

1. | Muhammad Afendi PMA tahun 2007 Ketentuan kyai-kyai setempat
bernomorkan 11 dan ‘urf atau adat kebiasaan
menyebutkan pembatasan masyarakat menjadi ketentuan
umur paling sedikit menjadi | yang berbeda dalam batas usia
wali acara akad nikah menjadi wali nikah

2. | Nattasya Meliannadya | Pembahasan  wali ~ PMA | Meminimalisir atas manipulasi

Nomor 20 tahun 2019

wali pada PMA tentang taukil

%Aliyatul Fitriyanti “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal
Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)” Skripsi Syari’ah dan

Hukum, (Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan Ampel, 2019), h. 82-83.
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wali

Aliyatul Fitriyanti

Ketentuan pembatasan umur
perwalian  yang terdapat
diaplikasi SIMKAH

Pembatasan umur  seorang
wali dengan umur 16 tahun
sebagai umur minimal

Much. Furgon

Pembatasan usia wali nikah

Batas usia wali nikah pada
PMA tahun 2017 dan 2019

yaitu pada nomor 11 dan 20

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu di atas dengan fokus mereka
masing-masing, maka penelitian ini tidak sama terhadap penelitian tersebut
dengan alasan pada kajian penelitian yang akan teliti tentang perubahan pada
KMA 2007 ke 2019 yaitu pada nomor 11 ke 20 yang berkaitan direvisinya
usia perwalian dalam pernikahan yaitu usia wali minimal 16 (KMA no. 11
tahun 2007) tahun menjadi 21 tahun (KMA no. 20 tahun 2019).

. Kerangka Teoritik

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Batas Usia Wali Nikah Sesuai
dengan Peraturan Menteri Agama Tahun 2007 dan 2019 di no. 11 dan no. 207,
supaya terhindar dari beragamnya pemahaman, maksud dan tujuan dari
penulisan  skripsi  tersebut, penulis memberikan penegasan serta
mengkhususkan yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu:

1. Wali Nikah
2. Teori Komparasi Hukum
3. Teori Perubahan Hukum
Kata wali dapat digunakan berdasarkan kontekstual kalimatnya yang ada,

sedangkan wali yang dibahas mengenai wali nikah.!° Sebagai orang yang

1Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap) (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2010), h. 89-90
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bertanggung jawab terhadap calon mempelai wanita yang akan melaksanakan
penikahan yaitu sebagai pelaksana akad pernikahan. ' Orang tersebut
bertindak sebagai wali bagi penganti wanita, yaitu untuk mengakadkan dalam
pernikahan, namun jika tidak sanggup maka bisa dilimpahkan kepada yang
diamanti untuk mewakili.

Teori maslahah, kalau memang perbedaan ketentuan dua peraturan di
atas terkait usia wali karena faktor maslahah, maka bisa dikaji dengan teori
tentang hukum yang dikomparasikan, atau lebih populer di Belanda dengan
vergleihende rechstlehre, di Inggris dengan comparative law dan droit
compare dalam bahasa Prancis. Namun di Amerika Serikat pada pendidikan
tingginya diartikan sebagai perselisinan dalam hukum (conflict law). *2
Perubahan hukum hakikatnya terjadi karena adanya ketidak sesuaian antara
peraturan dan realita yang ada. Adanya penuntutan hukum dikarenakan
ketimpangan yang sudah tidak dapat lagi dicegah lagi untuk mengubahnya.

Namun pemahaman terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan
negara-negara selain dari negara sendiri yaitu dengan cara mempelajari hukum
beserta sistemnya sebagai perbandingan serta mengembangkan hukum yang
telah ada. Hingga membentuk perilaku yang kritis dalam memahami hukum
dalam bernegara serta pada tatanan kemasyarakatan juga pada budaya nasional

yang telah lama tertanam.!3

HTihami dan Sohari Sahrani, Fikin Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap) . . . h. 89-90.
12 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional (Bandung: Refika

Aditama, 2000), h. 6.

23.

13Barda Nawawi Arif, Perbandingan Hukum Pidana (Semarang: Rajawali Pres, 2010 ), h.


http://lib.ui.ac.id/hasilcari?query=penerbit:%20%22Refika%20Aditama%22
http://lib.ui.ac.id/hasilcari?query=penerbit:%20%22Refika%20Aditama%22
http://lib.ui.ac.id/hasilcari?query=tahun:%20%222000%22
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Dalam hukum pidana berupa perbandingannya biasa digunakan pada
istilah penulisan dalam hukum perdata. Namun secara umum sudah masyhur
bagi kalangan masyarakat dengan istilah tersebut dan telah sinkron dengan
pada bidang hukum perdata serta perbandingannya. Sedangkan perbandingan
dalam hukum secara teori digunakan pada hukum yang telah berlaku di
Indonesia dan bisa dengan para ahli dalam bidang hukum yang lebih
kompeten.

Metode Penelitian

Melakukan sebuah penelitian memiliki aturan dan prosedur masing-
masing, mulai dari langkah-langkah penelitian, berbagai bahan, alat-alat
kebutuhan pada penelitian semuanya terdapat dalam metode penelitian. *
Prosedur pelaksanaan dalam tahapan metode penelitian dengan melakukan
langkah-langkah kegiatan sebagai teknik mencari solusi pada suatu masalah,
yang pada tahap langkah tersebut akan ada permasalahan dalam penelitan
serta bagaimana akan mencari jawaban dari permasalahan tersebut.®

Adapun beberapa tahap yang terdapat pada metode penelitian sebagai
prosedur dalam penelitian yaitu tatacara yang harus dilaksanakan dalam
penelitian, waktu dan tempat, sumber data yang digunakan dan bagaimana
dalam pengolahan data yang telah digunakan pada penelitian. Berarti dalam

penelitian harus mencakup beberapa aspek, diantaranya:

14Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun

Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha lImu, 2010), h. 68.

164.

BMasruhan, Metedologi Penelitian (Hukum) (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h.
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1. Jenis Penelitian

Ada berbagai macam dalam penelitian dalam sebuah kajian akademik,
namun penelitian kepustakaan atau library research yang lebih tepat pada
penelitian ini. Secara istilah studi pustaka atau penelitian kepustakaan
dapat diartikan dengan pengkajian data-data atau berupa karya-karya yang
telah dikumpulkan dengan cara membacanya, dicatat dan dilanjutkan
dengan mengolahnya sebagai bahan dalam penelitian.®

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif,
karena menggunakan data memiliki sifat verbal atau dengan cara sentence
yang meneliti pada kondisi kealamiahan suatu objek. Metode analisis
kualitatif berarti mengalisis data dengan tidak adanya rumus statistik yang
digunakan, yaitu dengan penjelesan atau penggambaran berdasakan fakta
secara sitematis dan mengalisis objek secara cermat dan teliti.!” Peneliti
sendiri membutuhkan data-data penelitian yang berkaitan dengan batas
usia wali nikah berupa teks-teks buku atau yang lainnya terutama
berhubungan Peraturan Menteri Agama (PMA) pada tahun 2007 dan 2019
yaitu nomor 11 dan 20 tersebut. Dengan terkumpulnya data-data,
dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut dengan tujuan untuk
mencapai kesimpulan dari penelitian.

Data yang Dikumpulkan
a) Tentang wali nikah dan persyaratannya

b) Batas usia wali nikah menurut agama Islam

h. 3.

BMestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),

"Masruhan, Medologi Penelitian (Hukum)..., h. 48.
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c) Pandangan para ulama’ terhadap pembatasan usia wali pada
pernikahan.
d) PMA tahun 2007 di nomor 11.
e) Peraturan Menteri Agama tahun 2019 di nomor 20.
f) Maksud dan tujuan dari perubahan wali nikah berdasarkan hedua
Peraturan Menteri Agama tersebut.
3. Sumber Refrensi
Banyak data untuk dijadikan sebagai sumber data penelitian ini
berupa dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan wali nikah, laporan
dari hasil sebuah penelitian, undang-undang yang terkait, skripsi-skripsi,
berbagai tesis dan disertasi. Data-data tersebut merupakan sebagai data
skunder dan dapat dibagi menjadi dua, diantaranya:
a) Berupa hukum pokok (primer)

Dalam pengambilan dasar-dasar ketetapan hukum bersifat
autoritatif dan lebih subjektif dalam menetukan dasar ketetapan pokok
terkait pada kajian, berarti dasar hukum utama sebagai pemilik
autoritas dengan penelitian,*® yaitu:

1) Undang-undang pada tahun 1974 berkaitan dengan pernikahan
yaitu di nomor 1.
2) KHI (Kompilasi Hukum Islam) sinergi pada ketetapan pada tahun

1991 nomor 1.

18peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2005), h. 141.
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3) Ketetapan pencatatan pernikahan berdasarkan pada Peraturan
Menteri Agama (PMA No. 11 tahun 2007).

4) Pencatatan perjanjian perkawinan yang terdapat pada No: B.
2674/DJ.111/KW.00/9/2017 berupa surat edaran dari Kementrian
Agama Direktotar Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

5) Berdasarkan PMA tahun 2019 pada no. 20 yang berkaitan dengan
tatacatat dalam nikah.

6) Al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah karya ‘Abd ar-Rahman al-
Jaziri.

7) Bidayah al-Mujthaid wa Nihayah al-Mugtashid penulis Muhammad
ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Hafidh.

b) Bahan hukum skunder
Dalam mendukung penelitian selain menggunakan beberapa
peraturan-pearturan (hukum) pokok menggunakan juga ketentuan-
ketentuan tambah karya-karya yang sesuai dengan pembahasan, karya

ilmiah serta jurnal penelitian terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan hasil informasi yang didapat menggunakan
tehnik sendiri, sehingga data dapat terkumpul dengan sistemastis. Tehnik
pengumpulan data digunakan pada studi dokumen, yaitu diharapkan dalam
pengumpulan data-data yang dibutuhkan dapat berjalan sesuai dengan

ketentuan terhadap kebutuhan penelitian.
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Pengumpulan dokumen-dokumen tertulis menggunakan metode
analisis yang biasa disebut dengan studi dokumen.'® Adapun yang menjadi
fokus pada penelitian berupa PMA yang dikeluarkan pada 2007 dan 2019
yang bernomorkan 11 dan 20 serta berupa batasan-batasan hukum Islam
yang bekaitan tentang ketentuan wali dalam pernikahan berdasarkan
hukum figih serta bersumber dari nash dan hadits juga tanpa meninggalkan
peraturan-peraturan negara yang telah ditetapkan.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Dengan terkumpulnya sejumlah data, tindakan selanjutnya yaitu
menolah data-data tersebut dengan beberapa tahapan, yaitu:

a) Memeriksa lagi data-data yang telah terkumpulkan dengan teliti
dengan tujuan agar datanya lengkap, jelas serta data tersebut benar-
benar singkron dengan materi peniltian yang dibutuhkan.?° Relevasi
data berupa literatur berupa buku, bermacam jurnal dan serta
ketetapan-ketetapan hokum pemerintah terkait penelitian.

b) Pengaturan serta penyusunan data-data yang terkumpulkan sebagai
bentuk dokumen dan bukti penelitian.?* Data yang terkumpulkan
sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan harapan dapat menjadi
sumber data untuk menjawab dalam rumusan masalah. Adapun
dokumen-dokumen berbentuk penelitian, skripsi, jurnal, undang-

undang yang telah ditetapkan dan buku-buku lain berhubungan

9Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Uneversitas Indonesia Ul-
Press, 2010), h. 21.

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), h. 126.

Z1Sugiono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 231.
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pembahasan skripsi.
6. Teknik Analisis Data
Teknik anaslis dalam mengolah beberapa informasi yang telah
disusun yaitu dengan menggunakan teknik dalam menganalisisnya berupa
adanya kesesuaian dalam proses penelitian. Namun dalam skripsi
dilakukan tidak berupa hitungan atau statistik data yang harus dianalisis.
Namun menganalisis berkaitan dengan data menggunakan cara
mendiskripsikan data pada penelitian atau biasa disebut dengan content
analysis yaitu menganalisis isi pada data.?? Adapun yang dianalisis berupa
Peraturan Menteri Agama (PMA) pada tahun 2007 dan 2019 yang secara
berurutan pada nomor 11 dan 20 yaitu tentang ketetapan pembatasan
dalam hukum dalam Islam untuk menjadi wali pada pernikahan.
G. Sistematika Pembahasan
Penulisan skripsi menjadi lebih mudah dipahami jika ditulis berdasarkan
urutan bab, sehingga dalam sistematikanya berurutan dalam membahas serta
diperlukan untuk menjelaskam dari lima bab yang akan dibahas. Sehingga
kesinambungan dari bab ke bab yanglain terlihat saling berkesinambungan.
Adapun penjelasan perbab tersebut lebih terperinci:
Bab | pada bab ini berisi pendahuluan mencakup latar belakang masalah,
perrumusan permasalahan, tujuan serta kegunaan penelitian, kajian penelitian

terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

22Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 15.
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Bab Il membahas berkaitan dengan wali dalam pernikahan berupa wali
nikah berisi pengertian, landasan hokum yang digunakan, syarat wali nikah,
macam-macam wali nikah dan nikah meliputi pengertian dan dasar hukumnya,
syarat nikah, rukun nikah dan hikmah nikah.

Bab I11 berisi batasan wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama (PMA)
nomor 11 tahun 2007, Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019
dan hukum Islam, batasan usia wali dalam Peraturan Menteri Agama (PMA)
nomor 11 tahun 2007, batasan usia wali dalam Peraturan Menteri Agama
(PMA) nomor 20 tahun 2019 dan batasan wali dalam hukum Islam.

Bab IV analisis batasan usia wali nikah dalam PMA no. 11 tahun 2007,
PMA no. 20 tahun 2019 dan Islam: sebab terjadinya perbedaan pembatasan
usia wali nikah dalam PMA No. 11 tahun 2007 dan PMA No. 20 tahun 2019
dan usia wali nikah dalam hukum Islam.

Bab V penutup yang terdiri atas kesimpulan, saran serta kata penutup.

Terakhir penelitian pada skripsi yang telah disajikan merupakan bab V ini.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan urian-uraian sebelum sehingga menghasilkan beberapa
kesimpulan, yaitu:

1. Perwalian dalam pernikahan memiliki kriteria sendiri tentang pembatasan
usia, seperti yang telah ditentukan pada PMA (Peraturan Menteri Agama)
tahun 2007 terletak di pasal 18 dan pada nomor 11 yang berkaitan batasan
umur seorang wali berdasarkan nasabnya adalah baligh, sedangkan baligh
ditentukan dengan minimal usianya 19 tahun. Namun secara etimologi
baligh diartikan dengan kedewasaan, sendangkan baligh sendiri secara
istilahnya keberadaan seseorang pada usia yang membuatnya dewasa
dengan adanya pada anggota biologisnya yang berubah sebagai tanda telah
dewasa.

Pemerintah menetapkan peraturan dengan tujuan agar perwalian
dilakukan orang dewasa bukan anak-anak, yaitu seperti yang telah diatur
pada PMA No. 11 tahun 2007. Seperti ketentuan dewasa ditetapkan secara
terperinci pada UU RI pada tahun 2014 di nomor 35 yaitu berkaitan
dengan perlindungan anak serta klasifikasi dewasa berdasarkan dengan
KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Usaha pemerintah dalam upaya untuk menertibkan tata administrasi,
keterbukaan dan adanya wujud pasti pada hukum yang dalam pelaksanaan

pernikahan secara Islami, yaitu telah ditetapkan pada 2019 oleh Peraturan
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Menteri Agama (PMA) bernomorkan 20 yang berkaitan pada pecatatan
dalam pernikahan yang telah dilakukan. Ketetapannya berupa untuk
menjadi seorang wali berusia paling sedikit 19 tahun dengan harapan pada
usia tersebut seseorang bisa menjaga dirinya dari tindakan diluar kendali
atau mampu mengkondisikan diri kearah yang baik.

2. Usia untuk menjadi wali berdasarkan hukum Islam bertumpu pada
keadaan baligh seseorang, namun beberapa fuqoha’ madzahib memiliki
pendapat yang berbeda. Diantaranya baligh dalam pandangan imam Asy-
Syafi’i serta imam Ahmad bin Hanbal ditentukan dengan menggunakan
usia, dengan batas usia 15 tahun bagi pria maupun wanita. Namun imam
Malik berpendapat pada umur 17 tahun. Imam Hanafi memiliki pendapat
lain yaitu balig pada laki ketika berumur 18 tahun dan pada perempuan 17
tahun dengan keduanya sebagai usia maksimal. Namun untuk umur
minimalnya yaitu pria ketika berusia 12 tahun sedangkan perempuan pada
usia 9 tahun, dikarenakan pada umur tersebut bagi laki-laki sudah ihtilam
dan bagi wanita sudah haidh.

B. Saran
Beberapa saran dari penulis, yang bisa di jadikan pelajarannya dan
sebagai bahan pertimbangan dalam kajian ilmiah, diantaranya:

1. Dari penelitian yang telah dilakukan mengharapkan bisa memberi
kemanfaatan keilmuan dan untuk mengembangkan diri sendiri terhadap

penelitian yang lain, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan.
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2. Dengan penelitian yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai
perbandingan dengan penelitian lain yang telah dilakukan.

3. Dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan beberapa pendapat,
sehingga bisa dijadikan sebagai bahasan redaksi untuk penelitian yang

berkelanjutan.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

© N o

9.

10.
11.

M

(@)
(3)

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi
Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor
Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah
kecamatan.

Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas
kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.

Penghulu adalah pejabat . fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut
agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang
diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu
tugas-tugas PPN di desa tertentu.

Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.
Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.
Buku nikah adalah kutipan akta nikah.

Buku Pendaftaran Cerai Talak adalah buku yang digunakan untuk mencatat
pendaftaran putusan cerai talak.

Buku Pendaftaran Cerai Gugat adalah buku yang digunakan untuk mencatat
pendaftaran putusan cerai gugat.

Akta rujuk adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa rujuk.
Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan akta rujuk.

BAB i
PEGAWAI PENCATAT NIKAH

Pasal 2
Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang
melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa
nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan
perkawinan.
PPN dijabat oleh Kepala KUA.
Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah,

akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

Pasal 3 ...



(1)

()

(3)

Pasal 3

PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan
tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangangkatan,
pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat
keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota atas usul Kepala
KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi
urusan agama lIslam.

Pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas Pembantu PPN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala desa/lurah di
wilayah kerjanya.

Pasal 4

Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3
ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.

(1)

(2)

BAB Il
PEMBERITAHUAN KEHENDAK MENIKAH

Pasal 5

Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah
kecamatan tempat tinggal calon isteri.

-Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir

Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. surat keterangan untuk nikah dari kepala desa /lurah atau nama lainnya,;

b. kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul
calon mempelai dari kepala desal/lurah atau nama lainnya;

c. persetujuan kedua calon mempelai;

d. surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat
setingkat;

e. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia
21 tahun;

f. izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana
dimaksud huruf e di atas tidak ada;

g. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19
tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;

h. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;

i. putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari
seorang;

__j- Kutipan ...



j-  Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang
perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama;

k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala
desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;

[. lzin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara
asing.

(3) Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti
dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.

(4) Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | berbahasa
asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi.

BAB IV
PERSETUJUAN DAN DISPENSASI USIA NIKAH

Pasal 6
Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
Pasal 7

Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun,
harus mendapat izin tertulis kedua orang tua.

Pasal 8

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan
seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat
dispensasi dari pengadilan.

BAB YV
PEMERIKSAAN NIKAH

Pasal 9

(1) Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai
ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan
kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah,
ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
calon isteri, calon suami dan wali nikah.

(3) Apabila ...
5



(3) Apabila calon suami, calon isteri dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis
maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.

(4) Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap,
helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan
helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah
kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan
oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal.

(2) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan
terhadap calon suami, dan atau calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan
hasil pemeriksaan kepada PPN di wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.

Pasal 11

Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan
persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN
harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya.

BAB VI
PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 12

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat
halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat
dilaksanakan.

(2) PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.

(3) Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan
sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat.

(4) Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat
dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut
dilaksanakan.

BAB Vi ...
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BAB Vii
PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 13

Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah.

Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA
kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa
tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
selama 10 (sepuluh) hari.

BAB Vil
PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pasal 14

Pencegahan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau wali atau
pengampu atau kuasa dari salah seorang calon mempelai atau orang lain yang
memiliki kepentingan, apabila terdapat alasan yang menghalangi dilakukannya
pernikahan.

Pencegahan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diajukan ke pengadilan atau kepada PPN di wilayah hukum tempat pernikahan
akan dilaksanakan dan kepada masing-masing calon mempelai.

Pasal 15

PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila :

1.

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi;

2. mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan.

(1)

BAB IX
AKAD NIKAH
Pasal 16

Akad Nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum masa pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 berakhir.

(2) Peﬁgecualian
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Pengecualian terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan karena adanya suatu alasan yang penting, dengan rekomendasi dari
camat di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 17

Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN dari
wilayah tempat tinggal calon isteri.

Apabila akad nikah akan dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN
wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

Pasal 18

Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.

Syarat wali nasab adalah:

laki-laki;

beragama Islam;

baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
berakal;

merdeka; dan

dapat berlaku adil.

"0 00T

Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN,
Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.

Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak
mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau
adhal.

Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan
pengadilan.

Pasal 19

Akad nikah harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:
a. laki-laki;
b. beragama Islam; .
c. baligh ...
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baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
berakal;
merdeka; dan

dapat berlaku adil.

™o 20

PPN, Penghulu dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.

Pasal 20
Akad nikah harus dihadiri oleh calon suami.

Dalam hal calon suami tidak dapat hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan
kepada orang lain.

Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. memenuhi syarat sebagaimana berikut:
1. laki-laki;
beragama Islam;
baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
berakal;
merdeka; dan
6. dapat berlaku adil.

b. surat kuasa yang disahkan olen PPN atau Kantor Perwakilan Republik
Indonesia apabila calon suami berada di luar negeri.

a b~ 0N

Pasal 21

Akad Nikah dilaksanakan di KUA.

Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat
dilaksanakan di luar KUA.

Pasal 22
Calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan.

Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan
dengan hukum Islam dan/atau peraturan perundang-undangan.

(3) Perjanjian ...



(1

)
4)

(1)

(2)

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermeterai
cukup, ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-
kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) rangkap:

a. dua rangkap untuk suami dan isteri; dan
b. satu rangkap disimpan di KUA.

Pasal 23
Suami dapat menyatakan sigat taklik.
Sigat taklik dianggap sah épabila ditandatangani oleh suami.
Sigat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.

Sigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut
kembali.

Pasal 24

Dalam hal suami mewakilkan gabulnya kepada orang lain, pembacaan dan
penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain dihadapan
PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan.

Dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menandatangani sigat talik, istri
dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan sigat talik.

Pasal 25

Perjanjian perkawinan dan/atau sigat taklik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan
Pasal 23 dicatatkan dalam daftar pemeriksaan nikah.

(1)

BAB X
PENCATATAN NIKAH

Pasal 26

PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.

“(2) Akta ...
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(2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN.

(3) Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan
Pengadilan.

(4) Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di
wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

Pasal 27

(1) Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN.

(2) Buku nikah diberikan kepada suami dan istri segera setelah proses akad nikah
selesai dilaksanakan.

BAB Xl
PENCATATAN NIKAH WARGANEGARA INDONESIA
DI LUAR NEGERI

Pasal 28

Pencatatan Nikah bagi warganegara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan
sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor
182/0T/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara
Indonesia di Luar Negeri.

BAB Xlil
PENCATATAN RUJUK
Pasal 29

(1) Suami dan isteri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN
secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai/talak.

(2) PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.

(3) Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu
PPN.

(4) PPN ...

11
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PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami,
istri, saksi-saksi, dan PPN.

Pasal 30

Kutipan buku pencatatan rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh Kepala
KUA sebagai PPN.

Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada suami dan istri setelah akta
rujuk disahkan.

KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada pengadilan untuk pengambilan
buku nikah.

BAB Xl
PENDAFTARAN CERAI TALAK
DAN CERAI GUGAT

Pasal 31

Berdasarkan salinan penetapan pengadilan, PPN yang mewilayahi tempat tinggal
istri berkewajiban mendaftar/mencatat setiap peristiwa perceraian dalam buku
pendaftaran cerai talak atau buku pendaftaran cerai gugat dan pada Akta Nikah
yang bersangkutan.

Daftar atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tempat dan
tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor penetapan/putusan
pengadilan.

Masing-masing daftar/catatan peristiwa cerai talak dan/atau cerai gugat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui/ditandatangani oleh Kepala KUA
sebagai PPN.

BAB XIV
SARANA

Pasal 32

Blangko Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Akta Rujuk, Kutipan Akta
Rujuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

(2) Blangko ...
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Blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Departemen
Agama dalam hal ini Direktorat yang membidangi urusan agama Islam.

Formulir-formulir yang digunakan dalam pendaftaran dan pemeriksaan dalam
proses pendaftaran nikah, cerai, talak dan rujuk, selain yang dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal yang membidangi urusan
agama lIslam.

Formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan oleh kantor
wilayah Departemen Agama provinsi.

| BAB XV
TATACARA PENULISAN
Pasal 33

Pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan
pencatatan peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan dengan huruf balok
dan menggunakan tinta hitam.

Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
menggunakan mesin ketik atau komputer.

Pasal 34

Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak
menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya
dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.

Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan
kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

BAB XVI
PENERBITAN DUPLIKAT

Pasal 35

Penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan putusan cerai dan duplikat kutipan akta
rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat keterangan
kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat.

BAB XVII ...
13
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BAB XVii
PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 36

PPN membuat catatan perubahan status pada buku pendaftaran talak atau cerai
apabila orang tersebut telah menikah lagi.

Catatan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: tempat,
tanggal dan nomor buku nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh
Kepala KUA.

Apabila perceraiannya di daftar di tempat lain, PPN yang melaksanakan
pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan
pernikahan tersebut kepada PPN tempat pendaftaran perceraian.

Pasal 37

Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, PPN membuat catatan dalam akta
nikah terdahulu bahwa suami telah menikah lagi.

Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: nama, tempat, tanggal dan
nomor buku nikah serta dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh Kepala KUA.

Apabila pernikahan dilakukan di tempat yang berbeda, PPN yang melakukan
pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN
tempat terjadinya pernikahan terdahulu.

BAB XViii
PENGAMANAN DOKUMEN

Pasal 38

Kepala KUA melakukan penyimpanan dokumen pencatatan nikah, talak, cerai
dan/atau rujuk.

Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor KUA

dengan mempertimbangkan aspek keamanan.

(3) Jika ...
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Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal di luar
kemampuan manusia seperti kebakaran, banjir, dan huru-hara, maka Kepala KUA
melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Departemen Agama
kabupaten/kota dan kepolisian, yang dituangkan dalam Berita Acara yang

ditandatangani oleh Kepala KUA, Kepala Kantor Departemen Agama dan
kepolisian setempat.

BAB XIX
PENGAWASAN

Pasal 39

Kepala KUA kecamatan melakukan pengawasan terhadép pelaksanaan tugas
Penghulu dan Pembantu PPN.

Kepala KUA waijib melaporkan hasil pencatatan nikah, talak/rujuk secara periodik
kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota

Dalam hal-hal tertentu kepala Seksi dapat melakukan pemeriksaan langsung ke
KUA.

Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Kepala Seksi dan Kepala KUA yang bersangkutan.

Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan
kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan seterusnya
kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi.

BAB XX
SANKSI

Pasal 40

(1) PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-
undangan yang beriaku.

(2) Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

BAB XXI ...
15



BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini ketentuan mengenai persyaratan, pengawasan dan
pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tangyal 25 Juni 2007

»MENT Rl AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUH;RII—N\QJD l% BASYUNl

an di Jakarta
% l 25 Juni 2007

UKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

\&Egml MA'IZTALATTA
ERITA'NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 5
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BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini ketentuan mengenai persyaratan, pengawasan dan
pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tangygal 25 Juni 2007

»M

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2007
MENTER!I HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

S —

ANDI MATTALATTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 5
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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.
b.
C.
Mengingat g e
2.

bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan
kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi
umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan
pernikahan;

bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun
2018 tentang Pencatatan Perkawinan tidak sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini,
sehingga perlu dicabut dan diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang

Pencatatan Pernikahan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang
Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik
Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun
1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di

seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran


laodemuhamad.fiilmudawad@gmail.com
Typewritten text
https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2019/11/pma-20-tahun-2019-tentang-pen
catatan-penikahan.html


Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 694);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2078);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 168);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 851);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015
tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja
Kantor Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi

Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia

https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2019/11/pma-20-tahun-2019-tentang-pencatatan-pernikahan.htmi
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Menetapkan

10.

11.

Tahun 2015 Nomor 1735);

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan
Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1252);

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN
PERNIKAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

[Pencatatan Pernikahan| adalah kegiatan

pengadministrasian peristiwa pernikahan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya
disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis
pada Kementerian Agama berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional
dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama
kabupaten/kota.

Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat
PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh
Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk
melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.
Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya
disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh
Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri
yang melaksanakan tugas pencatatan nikah

masyarakat Islam di luar negeri.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut
Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk
melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah
atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan
bimbingan masyarakat Islam.

Pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah
syar’iyah.

Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi
tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya
disingkat PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara
atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk
membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa
nikah.

Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah.
Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah
dalam bentuk buku.

Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam
bentuk kartu.

Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti
Buku Nikah.

Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa
rujuk.

Kutipan Akta Rujuk adalah dokumen petikan Akta
Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri
yang rujuk.

Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya
disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan
administrasi nikah berbasis elektronik.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang
selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah kepala
satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat

Islam pada Kementerian Agama.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 2
Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.

[Pencatatan Pernikahan| dalam Akta Nikah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.

[Pencatatan Pernikahan| sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi:

a. pendaftaran kehendak nikah;

b. pemeriksaan kehendak nikah;

c. pengumuman kehendak nikah;

d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan

e. penyerahan Buku Nikah.

BAB II
PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 3

Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA
kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri,
dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri.

Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat
10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan
pernikahan.

Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan
kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin
harus mendapat surat dispensasi dari camat atas
nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah

dilaksanakan.
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(1)

Bagian Kedua

Persyaratan Administratif

Pasal 4

Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan

mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

a.

surat pengantar nikah dari desa/kelurahan
tempat tinggal calon pengantin;

foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan
kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan
setempat;

foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat
keterangan telah melakukan perekaman kartu
tanda penduduk elektronik bagi yang sudah
berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah
melangsungkan nikah;

foto kopi kartu keluarga;

surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan
setempat bagi calon pengantin yang
melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan
tempat tinggalnya;

persetujuan kedua calon pengantin,;

izin tertulis orang tua atau wali bagi calon
pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua
puluh satu) tahun;

izin dari wali yang memelihara atau mengasuh
atau keluarga yang mempunyai hubungan darah
atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau
wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g
meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak
mampu menyatakan kehendaknya;

izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali,
dan pengampu tidak ada;

dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang

belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan



(2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon
mempelai berstatus anggota tentara mnasional
Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;

1. penetapan izin poligami dari pengadilan agama
bagi suami yang hendak beristri lebih dari
seorang;

m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak
atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang
perceraiannya  terjadi  sebelum = berlakunya
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama; dan

n. akta kematian atau surat keterangan kematian
suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala
desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda
ditinggal mati.

Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal diluar

negeri dan sudah tidak memiliki dokumen

kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:

a. surat pengantar dari perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri;

b. persetujuan kedua calon pengantin;

c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon
pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua
puluh satu) tahun;

d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama
bagi suami yang hendak beristri lebih dari
seorang;

e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari
instansi yang berwenang; dan

f. akta kematian atau surat keterangan kematian
suami atau istri dibuat oleh pejabat yang

berwenang.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Dokumen

Pasal 5
Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan
pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.
Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah
kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah
Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan
pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan
menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk
memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk
menikah.
Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil
pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam
lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh
calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu /PPN LN.
Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak
dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat

diganti dengan cap jempol.

Pasal 6

Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN
memberitahukan secara tertulis kepada calon suami,
calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen
persyaratan.

Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari

kerja sebelum peristiwa nikah.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Bagian Keempat

Penolakan Kehendak Nikah

Pasal 7

Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat
halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.

Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN
memberitahukan penolakan secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon
suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan

penolakan.

BAB III
PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 8

Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala
KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan
kehendak nikah.

Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat
tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI
di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh

masyarakat.

BAB IV
PELAKSANAAN PENCATATAN NIKAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9
Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah

dilaksanakan.



(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)
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Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Pasal 5, dan Pasal 6.

Bagian Kedua

Rukun Nikah

Pasal 10
Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun
nikah.
Rukun nikahsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. calon suami;
b. calon istri;
c. wali;
d. dua orang saksi; dan

e. ijab gabul.

Paragraf 1

Calon Suami dan Calon Istri

Pasal 11
Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah.
Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad
nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan
membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui
oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.
Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi:
a. laki-laki;
b. beragama Islam;
c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
d. Dberakal; dan

e. adil.



(1)
(2)

(3)

(4)
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Paragraf 2
Wali Nikah

Pasal 12

Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.

Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. laki-laki;

b. beragama Islam;
c. baligh;

d. Dberakal; dan

e. adil

Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki urutan:

a.

o o o

®

iy

p—
.

bapak kandung;

kakek (bapak dari bapak);

bapak dari kakek (buyut);

saudara laki-laki sebapak seibu;

saudara laki-laki sebapak;

anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
seibu;

anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu);
paman sebapak (saudara laki-laki bapak
sebapak);

anak paman sebapak seibu;

anak paman sebapak;

cucu paman sebapak seibu;

cucu paman sebapak;

paman bapak sebapak seibu;

paman bapak sebapak;

anak paman bapak sebapak seibu;

anak paman bapak sebapak;

Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah,

wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain

yang memenuhi syarat.



(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali
membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan
domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua)
orang saksi.

Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5)

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13
Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah
dilaksanakan dengan wali hakim.
Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat bertindak sebagai wali, jika:
a. wali nasab tidak ada;
b. walinya adhal;
c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena
dipenjara;
e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
f.  walinya dalam keadaan berihram; dan
g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin
itu sendiri.
Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah
Syar’iyah.
Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat
pernyataan bermaterai dari calon pengantin,
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui
oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan
sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat

keterangan dari instansi berwenang.



(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Paragraf 3
Saksi Nikah

Pasal 14
Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi.
Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. laki-laki;
b. beragama Islam;
c. baligh;
d. Dberakal; dan

e. adil.

Paragraf 4
[jab Qabul

Pasal 15
[jab dalam akad nikah dilakukan oleh wali atau yang
mewakili.
Qabul dalam akad nikah dilakukan oleh calon suami

atau yang mewakili.

Bagian Ketiga
Tempat Akad

Pasal 16

Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau
kantor perwakilan Repubik Indonesia di luar negeri
pada hari dan jam kerja.

Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan
Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad
nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan
atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar

negeri atau di luar hari dan jam kerja.



(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 17
Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi
tempat akad nikah dilaksanakan.
Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal
calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat
rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan

wilayah tempat tinggal masing-masing.

Pasal 18
Dalam hal keterbatasan Penghulu, Kepala KUA dapat
menugaskan PPPN.
Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPN ditetapkan

dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 19

Dalam hal PPN LN tidak dapat menghadiri peristiwa nikah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPN LN

dapat menugaskan PPPN.

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Keempat

Pencatatan Nikah

Pasal 20
Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA
Kecamatan /PPN LN.
Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali,

saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan /PPN LN.

BAB V
PENYERAHAN BUKU NIKAH

Pasal 21
Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan
Kartu Nikah.
Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat

setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.



(3)

(4)

(S)
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(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku
Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.

Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA
Kecamatan /PPN LN.

Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan
dokumen tambahan.

Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada
tahun berjalan.

Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu
Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 22

Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri
dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu
sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalam
ikatan perkawinan.

Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dihadapan notaris.

Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum
Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 23
Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 dicatat oleh Kepala KUA
Kecamatan /PPN LN pada Akta Nikah dan Buku Nikah.
Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian
perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Jenderal.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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BAB VII
PENGADMINISTRASIAN PERISTIWA NIKAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24
Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi
SIMKAH berbasis web.
Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan
jaringan  internet, administrasi pencatatan nikah

dilakukan secara manual.

Bagian Kedua

Pengesahan Nikah

Pasal 25

Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan
Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA
Kecamatan yang  ditunjuk dalam  penetapan
Pengadilan Agama.
Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak
menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk
mencatat isbat nikah, pencatatan dilakukan atas
dasar:
a. surat permohonan pencatatan isbat; dan
b. surat pernyataan belum pernah mencatatkan

isbat nikah pada KUA Kecamatan.
Dalam hal isbat nikah dilakukan di kantor perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri, pencatatan

dilakukan oleh PPN LN.
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BAB VIII
PERNIKAHAN CAMPURAN

Bagian Kesatu

Pernikahan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara

(1)

(2)

(1)

Asing

Pasal 26

Pernikahan antara seorang pria dengan seorang
wanita beragama Islam yang berbeda
kewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan
Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan

Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 27

Persyaratan pernikahan campuran bagi warga negara

asing, meliputi:

a. izin kedutaan perwakilan dari negara yang
bersangkutan;

b. dalam hal seorang warga negara asing membawa
surat izin menikah dari negaranya, surat izin
tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang
bersangkutan;

c. dalam hal seorang warga negara asing tidak
terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, izin
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat
diminta dari instansi yang berwenang di negara
yang bersangkutan;

d. izin poligami dari pengadilan atau instansi yang
berwenang pada negara asal calon pengantin bagi
suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

e. melampirkan foto kopi akta kelahiran;

f.  melampirkan akta cerai atau surat keterangan

kematian bagi duda atau janda;



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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melampirkan foto kopi paspor;

7Q

h. melampirkan data kedua orang tua warga negara
asing sesuai dengan data pada Akta Nikah; dan

i. semua dokumen yang berbahasa asing harus
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh
penerjemah resmi.

Dalam hal negara asal suami tidak mengatur

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d, izin poligami dapat dilakukan pada pengadilan

agama di Indonesia.

Bagian Kedua

Pencatatan Pernikahan Warga Negara Asing

Pasal 28
Pernikahan antar warga negara asing yang beragama
Islam dapat dicatat di KUA Kecamatan.
Persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27.
Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berlaku ketentuan nikah di luar kantor.

BAB IX
PENCATATAN NIKAH DI LUAR NEGERI

Pasal 29

Pencatatan nikah antar warga negara Indonesia
dan/atau warga negara Indonesia dengan warga
negara asing yang dilangsungkan di luar negeri
dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri.

Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh PPN LN, setelah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dan/atau Pasal 27.
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Pasal 30

Pernikahan antar warga negara Indonesia dan/atau
warga negara Indonesia dengan warga negara asing
yang dilaksanakan di luar ketentuan Pasal 29 ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan negara setempat dan bagi warga
negara Indonesia tidak melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
perkawinan.

Bukti pernikahan yang dilakukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke kantor
perwakilan Republik Indonesia luar negeri.

PPN pada kantor perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri mendaftarkan  bukti  pernikahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

menerbitkan surat keterangan.

Pasal 31

Warga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara
Indonesia dengan warga negara asing yang
melangsungkan pernikahan di kantor perwakilan
Republik Indonesia atau di negara lain di luar negeri
mendaftarkan bukti pernikahannya di KUA Kecamatan
tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 (satu)
tahun setelah kembali ke tanah air.

Dalam hal pendaftaran pernikahan warga negara
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melebihi 1 (satu) tahun, yang bersangkutan membuat
pernyataan tentang kebenaran dokumen dan alasan
keterlambatan.

Pendaftaran bukti pernikahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan membawa Buku
Nikah/sertifikat nikah dan bukti lapor dari kepala

kantor perwakilan Republik Indonesia.
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Pasal 32

Pendaftaran bukti pernikahan yang dilangsungkan di luar

negeri dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada buku

pendaftaran nikah di luar negeri.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB X
PENCATATAN RUJUK

Pasal 33
Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk,
memberitahukan kepada Kepala KUA Kecamatan /PPN
LN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan
surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa dan
meneliti akta cerai dan surat pengantar dari kepala
desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesia
di luar negeri.
Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan Kepala
KUA Kecamatan/Penghulu /PPN LN.
Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mencatat
peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk yang ditandatangani
oleh suami, istri, saksi, dan Kepala KUA

Kecamatan/Penghulu /PPN LN.

Pasal 34
Kepala KUA Kecamatan menandatangani dan
memberikan Kutipan Akta Rujuk kepada suami dan
istri.
Suami dan istri menyerahkan Kutipan Akta Rujuk

kepada pengadilan agama untuk pengambilan Buku
Nikah.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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BAB XI
SARANA

Pasal 35
Formulir nikah terdiri atas:
a. pengantar nikah dari kepala desa/lurah;
b. permohonan kehendak nikah;

permohonan pencatatan isbat;

a o

persetujuan kedua calon pengantin;
surat izin orang tua;
penolakan kehendak nikah rujuk;

surat keterangan kematian;

5o 0

pemeriksaan nikah;

[y
.

pengumuman nikah;
rekomendasi nikah;
Akta Nikah;

Buku Nikah;

m. Kartu Nikah;

n. Duplikat Buku Nikah;

o

p—
.

o. surat keterangan pendaftaran bukti pernikahan
luar negeri;

p. Akta Rujuk;

q- Kutipan Akta Rujuk; dan

r. pemberitahuan rujuk.

Formulir nikah yang meliputi Akta Nikah, Buku Nikah,

Kartu Nikah, Duplikat Buku Nikah, dan pemeriksaan

nikah, disediakan oleh Direktorat Jenderal.

Surat pengantar nikah dan surat keterangan kematian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf g dikeluarkan oleh kepala desa/lurah.

Formulir nikah selain yang dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) disediakan oleh kantor kementerian

agama kabupaten/kota.

Model formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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BAB XII
TATA CARA PENULISAN

Pasal 36
Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran,
pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui
aplikasi SIMKAH berbasis web.
Dalam hal KUA Kecamatan belum memiliki fasilitas
perangkat komputer/aplikasi SIMKAH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara

manual.

Pasal 37

Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau
manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku
Nikah.
Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas,
kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah;
b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital;
c. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan

pada kata yang dicoret; dan
d. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di

atas kata yang salah.

Pasal 38

Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah
dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta
kelahiran yang baru.

Pencatatan perubahan data perseorangan berupa
tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk
kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan
alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan
surat keterangan dari dinas kependudukan dan

pencatatan sipil.
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Tata cara penulisan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIII
PENERBITAN DUPLIKAT BUKU NIKAH

Pasal 39
Terhadap Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat
diterbitkan Duplikat Buku Nikah.
Penerbitan Duplikat Buku Nikah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
permohonan secara tertulis berdasarkan alasan:
a. rusak; atau
b. hilang.
Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus
disertai dengan buku nikah yang rusak.
Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus
disertai dengan surat hilang dari kepolisian.
Duplikat Buku Nikah diterbitkan hanya untuk Buku
Nikah yang rusak atau hilang.

Pasal 40

Duplikat Buku Nikah yang pernah diterbitkan dalam

bentuk lembaran dapat diganti dengan Duplikat Buku

Nikah baru melalui permohonan kepada KUA Kecamatan

yang menerbitkan.

(1)

BAB XIV
LEGALISASI

Pasal 41
Legalisasi Buku Nikah dilakukan pada KUA

Kecamatan yang mencatat peristiwa nikah.



(2)
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Dalam hal KUA Kecamatan menggunakan aplikasi
SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat
dilakukan pada KUA Kecamatan lain.

Dalam hal KUA Kecamatan belum menggunakan
aplikasi SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah
dapat dilakukan di KUA Kecamatan lain setelah
melalui verifikasi.

Legalisasi Buku Nikah untuk keperluan ke luar negeri
dilakukan oleh pejabat pada Direktorat yang
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan KUA
Kecamatan.

Legalisasi Buku Nikah yang diterbitkan oleh PPN LN
pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri dapat dilakukan oleh:

a. PPN LN pada kantor perwakilan Republik

[ndonesia luar negeri tempat pencatatan

ernikahan dilaksanakan; atau

b. Kepala KUA Kecamatan tempat pendaftaran bukti

nikah luar negeri.

Pasal 42
Dalam hal KUA Kecamatan atau kantor perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri mengalami kejadian
luar biasa atau force majure yang menyebabkan Akta
Nikah hilang atau rusak, legalisasi Buku Nikah dapat
dilaksanakan pada KUA Kecamatan atau kantor
perwakilan Republik Indonesia luar negeri yang
menerbitkan Buku Nikah.
Legalisasi Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melampirkan:
a. Buku Nikah asli;
b. surat keterangan sebagai suami dan istri yang
dikeluarkan oleh kepala desa/lurah; dan
c. surat pernyataan bermeterai dari yang
bersangkutan bahwa peristiwa nikah dicatat pada
KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik

Indonesia luar negeri.


https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2019/11/pma-20-tahun-2019-tentang-pencatatan-pernikahan.html
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BAB XV
PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 43
Kepala KUA Kecamatan/PPN LN membuat catatan
perubahan status pada kolom catatan Akta Nikah
apabila orang tersebut telah bercerai.
Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
nama, tempat, tanggal, dan nomor putusan pengadilan

tentang terjadinya cerai.

Pasal 44

Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, Kepala
KUA Kecamatan /PPN LN membuat catatan dalam Akta
Nikah terdahulu yang menyatakan suami telah
menikah lagi.

Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
nama, tempat, tanggal, dan nomor penetapan izin
poligami dari pengadilan agama, serta dibubuhi tanda
tangan oleh Kepala KUA Kecamatan /PPN LN.

Dalam hal pernikahan dilakukan di tempat yang
berbeda, Kepala KUA Kecamatan/PPN LN yang
melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan
peristiwa nikah tersebut kepada Kepala KUA
Kecamatan/PPN LN tempat terjadinya nikah

terdahulu.

BAB XVI
PENGAMANAN DOKUMEN

Pasal 45
Kepala KUA Kecamatan/PPN LN menyimpan dokumen
pencatatan nikah dan rujuk.
Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
Penyimpanan secara manual sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditempatkan di KUA Kecamatan atau
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kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
atau gedung arsip khusus.

Penyimpanan secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui arsip
digital.

Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat  (2) sampai dengan ayat (4) harus
mempertimbangkan aspek keamanan.

Jika terjadi kerusakan atau kehilangan dokumen
pencatatan nikah dan rujuk yang disebabkan force
majeure, Kepala KUA Kecamatan melaporkan kejadian
tersebut kepada kepala kantor kementerian agama
kabupaten/kota dan kepolisian.

Dalam hal kantor perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri mengalami kerusakan atau kehilangan
dokumen pencatatan nikah dan rujuk yang
disebabkan force majeure, Kepala Kantor Perwakilan
Republik Indonesia luar negeri melaporkan kepada

Menteri Luar Negeri dan pihak berwenang.

BAB XVII
SUPERVISI

Pasal 46
Supervisi pencatatan nikah dan rujuk dilakukan
secara berjenjang dan berkala.
Pejabat yang mempunyai tugas di bidang bimbingan
masyarakat Islam pada kantor kementerian agama
kabupaten/kota melakukan supervisi kepada KUA
Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan.
Pejabat yang mempunyai tugas di bidang
kepenghuluan di tingkat provinsi melakukan supervisi
setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun.
Pejabat yang mempunyai tugas di bidang
kepenghuluan di tingkat pusat melakukan supervisi

sesuai kebutuhan.
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Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampai dengan ayat (4) dibuat dalam bentuk berita
acara yang ditandatangani oleh tim supervisi dan
Kepala KUA Kecamatan.

Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB XVIII
PELAPORAN

Pasal 47
Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan
kepada kepala kantor kementerian agama
kabupaten/kota.
PPN LN menyampaikan laporan kepada Direktur
Jenderal.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) terdiri atas:
a. data peristiwa nikah, meliputi:
pernikahan di kantor dan luar kantor;
rujuk;
isbat;
pernikahan campuran;

usia pernikahan;dan

AL T

pendidikan;

b. formulir nikah;

c. penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk;
dan

d. bimbingan pernikahan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat

dalam bentuk hard copy dan soft copy disampaikan

setiap bulan.

Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) kepada kepala kantor wilayah kementerian

agama provinsi melalui kepala bidang yang
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mempunyai tugas dan fungsi layanan KUA Kecamatan
setiap bulan.

(6) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur
yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang layanan
KUA melalui surat elektronik dan sistem informasi
manajemen nikah setiap bulan.

(7) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

(1) Pendaftaran bukti pernikahan eks KUA Kecamatan
Provinsi Timor Timur dilakukan dengan persyaratan:
a. membawa Buku Nikah asli;
b. membawa surat keterangan dari kepala

desa/lurah tempat domisili.

(2) Pendaftaran bukti nikah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicatat pada model NL.

(3) Kepala KUA Kecamatan memberi catatan pada kolom
catatan pada Buku Nikah yang menyatakan Bukti
Nikah sudah di daftar pada KUA Kecamatan.

Pasal 49
Kepala KUA Kecamatan dapat menerbitkan surat
keterangan status belum menikah, janda, atau duda untuk
keperluan pernikahan dan/atau keperluan lain

berdasarkan permohonan.

Pasal 50
Akta Nikah dan buku nikah yang rusak atau hilang karena
force majeur dapat dicatat kembali setelah melalui

penetapan pengadilan agama.
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BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994
tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga
Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri;

b. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005
tentang Wali Hakim;

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018
tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153); dan

d. Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013
tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah,
Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku
Pencatatan Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan
Rujuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99
Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar
Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat
Buku Nikah, Buku Pendaftran Rujuk dan Kutipan
Buku Pencatatan Rujuk,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2019/11/pma-20-tahun-2019-tentang-pencatatan-
pernikahan.htmi
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Agar setia oran mengetahuinya, memerintahkan
g £
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Septecmber 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1118

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI

Plt. Kepﬁl\“ﬁﬁgﬁ\_ kum dan Kerja Sama Luar Negeri,
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